
a. bahwa guna memenuhi kebutuhan pangan yang 
menjadi hak setiap warga serta membantu masyarakat 
m.iskin dalam mengurangi beban pengcluaran rumah 
tangga terkait pemenuhan kebutuhan pangan, telah 
ditetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras 
bersubsld i bag! kelompok masvarakat miskin melalui 
Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) 
Tahun 2014; 

b. bahwa untuk melaksanakan terscbut diatas, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang 
Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat 
Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Kot.a 
Semarang Tahun 2014. 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3656); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 
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Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT 
BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM RASKIN) KOTA SEMARANG 

TAHUN 2014 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR : Jj) A rl M-l L«-{ JA) ) 1 

WATJIK<lTA SEMARANG 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Dacrah Tingkat 11 Semarang 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor ?.5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
I ndoncaia Nomor 3079); 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pernbentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten­ 
kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, 
.Jepara dan Kendal serta pcnataan Kecarnatan di 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam 
wilayah Propinsi Daerah Tingkat I .Jawa Tengah 
(Lem ha ran Negara Republik Indonesta TH h un 1 ()(}2 
Nomor 89); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang 
Ketahanan Pangan. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nornor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 

'7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 kn tang 
Pcndlrtan Perusnhaan Umum BULOG (Lemharan Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 4578); 

9. Pcraturan Preslden RI Nomor 5 Tah un 201 0 I ~11 tang 
Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Nasional 
2010 - 2014; 

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

11. Instrukei Presiden RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Kebijakarr Perberasan Nasional; 

12. Peraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun '..l006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pcngclolaari Keuungan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kula Semarang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Rcncana Pembangunan Jangk.a 
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 
2010-2015; 

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Penanggulangan Kcmiskinan di Kora 
Semarang (Lem ha ran Dae rah Kota Semarang Tahun 
2008 Nomor 6, Tambahan Lernbaran daerah Kota 
Semarang Nomor 16); 

15. Peraturan Asisten Ekonomi dan Pembangunan 
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
500/001028 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi 
Heras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rcndah 
(Program Raskin) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014. 
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ak:ic~ mH~--1ynrokl':lt miskm datam pcrncnuhan kebutunan poknk Hc~l ):-tJ!,H i 
aa!ah s:1t11 hak dasar masyurukut~ thm:-u1a dektifitA~ Program Raskin 
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MA!ly11ra.lmt mh,hin. 
semue pihak y:.;.ing mcmiliki ta.n.gg1..111gjawnh c!:.4r1 wcwcnang duluru 
pclakaanuun Progrum Raskin merntliki kewajiban 1,,1ntJ...1k menyarnpntkrm 
R1.v;hin kr'!ptu1~ 1-!T~;·l'M y:atnM teluh dltetupknn A,.~11111 rltm~~;in t.upnksi 
maslng-mastng. Semua pihak yang terk.Alt. perlu meningkatkan pera11 d~rn 
k1m~rjRnvu ugar pelak~:.--1n~Hn Program t<askin dapat b~rjAlAn secnrn 
,;fck l if. 
Olch karcna it.u peran pemermtan dacrah sangat penting dllkvr1 
µc.:ningks:itnn efektrvrtas 1'row~m R~~k1n. Pnru pemunuku J.:~pP.rrl irrgM11 
Program l{at:;kin lcrutarna di provms; dan kabupateu/kot» 111H:-1ih perlu 
mcntngkatkan kinerja dan koordlrtas! dengan memberikan kont1'ih11~i 
sumber duyanya ugur penynlurnn Raskin kcpada Rumnh To.nggn Sn&-in-m 
Penerima Manlaat (}{TH PM) ieoin etextn naiam mencapai xeueruasnau 
program. 
Bcrbagai aspek strategis dalarn tahapan pelaksanaan penyaluran Ra~kin 
serta pihak yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu 
pedoman yang dlsebut Pedornan Umum (Pedum) Penyaluran Raskin 2014. 
Pedornan ini merupakan acuan makro dalam petaksanaan 1 'rogram 
Raskin secara nasional, belum mcngakomodasi dan mengantisipasl hal­ 
hal yang bersifat spesifik lokasi. Untuk mengarasi herbagai permasalahan 
lokal, adanva kearifan serta kebljakan lokal rnaka pemerintah provirrsi 
perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ~a~kin, dan pemerintah 
kabupaten/kota perlu rnembuat Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin untuk 
mempertajam Pedum Raskin dan tidak bertentangan dengan Pedum 
Raskin. 

BABI 

PENDAHULUAN 

LAMPI.IMN 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR 
TANOGAL 
TENTANG PI£i-fUNJUK TEKNIS SUUSIDI 
BERAS RA(H MASYAP.AKAT 
RERPENDAPATAN RRNDAH (P~OUHAM 
RASKlN) KOTA SF.MARANOTAIIUN 2014 



2. Dasar llukum 
Pera tu ran pcrundangan yang: rnenjadi Iandasan peh-ikstt t,~~ ti program 
RASKIN adalah : 
I. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan; 
2. Undang-undang Nomor 19 'rnhun 2003 tentung Badan Usa.h~ Milik 

Negara; 
3, Undang-undang Nomor \12 Tahun 200•1 t~ula.11~ Pemerinta han Dacrah 

sebngnimana telah diubah beberapa k::tli tcrakhir deugw1 Uudang­ 
undeng Nomnr 12 Tahun 2008 tent::ing Pcrubahan keduu Atae Urnh~ng­ 
unda.nc Nornor ~2 Tahuu 2004 tr:1-.tang Pcmcrintuhun Dnernh; 

•1. Undang-undw1~ Nomo-r 1 ~ Tnhun :iOl:.? t.eub1.ng Pnner.rn: 
5. Undang-undung Numnr '2,"i 'rahun 2013 ll..'lllH11~ AH~a,an rcndApatan 

rh-rn H~lnnja Negara Tahun An&Runm ~o I ·1 ~ 
rt tJr,rntu1an t"tni,:rlntah Nnmm· £, '1'11111111 1988 tcnta.na I{oorriimmi 

I<egb-.11Ju1 Instansi Vertika.1 di Daerah; 
7. Peraturnn Pemcrintah Nomor 68 Tahnn :1002 tentang Ketah9n:m 

Pangan: 
8. Peruturnn Pemcrintah Nomor 7 To ht m 2003 ten tang Pendirinn 

1'cn1sahaan Urnnm (Pctum] BU LOG sebagaimana tel~ h diu bah dengan 
Peraturan Pernerintah Nomor 61 Tnhrm ~OfK~ tentang Perubahan Ata~ 
PP.mllffm1 Pemerintah Nomor 7 Tuh1m '. .. mo:~ lentang Pcndirlw 
P~nrnt:il1na11 Umurn [Purum] BUT .00; 

9. Peruturan Pemertntah Nornor 58 Tahun 2005 tcntang Pcngelclaan 
Keuangan Dacrah; 

10. Peraruran l--'~mcy·111 L~h xomor J8 Tahun ~UU'/ ten tang Pem1'aC1~r, 
Urusan flc:rnr:rintahun Antara Pcmcrtntah, Pe111ed11to.h D11l"lrt1h Provinsi, 
J)~1 Pr.:uu:·rinh'th nn.-:rnh J<:Jbupatlcu/ Kotn~ 

11. Peraturan f'rc,idrn Nnmor 13 Tuhun :.l009 tt:ntfl.r'lf,; l{"nnrrlin,rn; 
1-'~n:-mg~ ulangan Kem1sk1nan; 

12. Pcraturan Prestden Nmrmr 1 ~ Tahun 2010 tcri bu 1g Percepatan 
P1-1n:-i nggu l:i ngan Kemiskinan: 

n. Peraturan Prestden Numur 54 Te.hun io12 tcntang Rencann Kerja 
Pcmcrintah Tuhun 2013; 

14. Pcraturt"lfi Dncrnh Provlnxl .Iawa 'l'engah Nomor 4 TAhlm ?.OOA tP.nlJJH'-! 
Urusan rcmcrintahAn Yang Mcnjadl Kewenangan 1•1.·1.w.:rir1h-1l1Hn 
Da1,:rat1 l-1n1v111~i .Inwa Tcngah; 

15. Instruksi Prcsidcn Nomor ~ Tnhun 2012 tentang Kcbijakan Pcngad~Hm 
GHbah/Bcras dRn P~yn1umn Beras olen Pernerintah; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237 / PMK.U~/2012 LcuLang Tata 
Cara Pcnyediaan, Penghitungan, Pernbayaran dan Pertanggungjawaban 
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah; 

17. Keputusan Bcrsama Menteri Dalam Negeri dan Dircktur Utama 
Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor ~5 Tahun 2003 dan Nomor 
PKK-12/07 /2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah 
Tangga Miskin; 

18. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 526/ 1 Tahun 2014 tentang 
Pernbentukan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagl Masyarakat 
Berpendapatan Rendah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014; 

19. Keputu:san Walikota Semamng N0111or 500/340 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Tirn Koordinasi ProgrHm Rr.ras Untuk Rumah Tangga 
Miskin (Raskin) Kota Semarang Tahun 2014. 

Dengan Pedum/Uuklak/ .Juknis ini setiap pihak yang tcrkait sudah jelas 
tugas dan fungsmya. Pernerlntah daerah mcmiliki peran yang sangat kuat 
dan terlihat sangat rnenentukan dalam pelaksanaan Program Raskin. 



3. Pengertian 
1. Perunjuk Teknis (.J11 krris] adalah panduAn pelaksanaan Program 

Raskin di Ttngkat kabupo.ten/kota yang disusun sesuai dengan snuasr 
dan kondtsi setempat sebagai pcnajaman dari Pedoman Umum 
[Pcdum] dun Petunjuk Pelaksanaan (J1.1kh=1k) R,-n-;kin. 

1. HASi adatan Berita Ac :H ra Serah Tcrirna Beras Ru$kln bcrdasarkan 
SPA dari Wrllikota atau pejabat yang ditunjuk, yo.ng ditandatangani 
Perurn BULOG dan Pelaksana Distrlbusi. 

3. DPM-1 adatan Model n~f'rar Pcncruna Manfaat Raskin di Keluruhun 
s~l~IRh dilakukan pcmutakhiran data RTS-PM melalui rnekanisme 
Musyawarah Kelurahnn yang bersumber dari Ra~ii~ Data Terpadu 
unt.uk Program Raskin Tahun 201 '1 . 

4. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Kelurahan. 
5. Formulir RckupituloRi Pengganti (FRP) adnlnh 1-i'ormulir Ptncatatan 

RTS PM _ynng rli~anti dan R'fS-PM pene..gnnri h:-jsil pemutakluran daftar 
~TS-PM 1.:tuskin dari 'R.A~is Data Terpadu oleh Mll~yawarah Kcturuhun, 

6. Ruman Tangga Sus.o.r~n Penerima Manlaat (.t<TS-PM) at1:\l~h Ruman 
Tangga yang JJ,:rh~k 111~11r:rima beras dart ITogmn1 Ruukiu 'JO 111 f;r:Fiuai 
dutu yang diterbitkan dari Oasis DttlH 'l'erpauu yang dikc1o1a olch Tfm 
Nasional Perccpatan Penuuggulangan Kemiskinan (TNJ\2K), yur 1~ 
dlsahkan olch Kcmcnko Kesra RT ri:111 terdaftar dalarn Daftar Perierirnn 
Manfaat (DPM). 

7. Musyawara h Kelurahan merupakan forum perternuan di ungkat 
Kelurahan sebagai sarana untuk merrmta khirkan data RTS-PM yang 
masuk dulum DPM-1 _ 

8. M11xy;;.'fw:=.m=:lh K~(;rlm.atan adalah lbr'um pertemuan di tingkat. 
Kecamatan yang melibatkan Camat, Lurah dan aparat tcrkait Iuinnyu 
untuk rnela kukan koordinasl penycsuaia n IJHgu deugan tidak 
mengubar. jum I~ h p:-1gu Kecamutan. 

9. Kartu Perlindur,~nn ~ns1HI (KPS) adalah kartu yane <fifc~rhifkan 
pernerintu! I tl:=t Inrn ra ngka pclaksanaan Progro.m Percepntnn dun 
Pcrluaaan Perlmdungan Su~i::t1 (P4~) yAn~ memuat inform.a:.1i Narnn 
dan Al:.-4.m:;t1 (lilt=:nglmpi bnrcode dan bcrfttn(r-31 ~~hAgRi penundu Rlumtl1 
'l'nnggR Miskin dan rcntan yang daput digunukan 1rnluk menerima 
program bantuan perliudungan sosial dari pcmcrintah, tcrmasuk 
dian ta.ranY"a Program llu~ kin. 

10. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) :u1:~l:-1h aura! .YHII~ 

diberikan kepada Ruman Tangen Pr.ngg:=mt.i hasil Musyawarah 
Kelurahan sebagai pcn~nrl~ kr.pP.~ .. u~rtrirm pnrla Program t<askin. 

11. H1;R adalah Barga tcbus Beras Raskin di 'l'itik Dietnbusi. 
12. Titik Distrtbust arlalah ternpat alau lokasi penyerahan beras RaRkin 

duri Sutker kepaua Pelaksana Disribusi dan sckaligus ~cbngni tnmpn! 
penjualan beras pelaksana distnbusi xcpaaa RTS PM cu Kelura1:lau 
atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Kota 
Semarang dengan Sub Divre I Perum Bulog Semard.ng 

13. Titik Bagi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari 
Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa kepada RTS-PM. 

14. Warung Desa adalah lembaga ekonomi di tingkat Kelurahan1 haik 
milik masyarakat, koperasi maupun Pen1erintah Kelurahan yang 
memiliki fasilitas bangunan / tempat penjualan bahan pangan dan 
bamng lainnya ditctapkan sebagai tempat penyerahan ber::is RHskin 
dari Satker Raskin kepada pengelola Warung Desa dan sekaligus 
tempat penjualan beras / pengelola Warung Desa kcpada RTS-PM. 



15. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelornpok masyarakat yang terdirt 
dari aparat Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk don 
ditctapkan oleh Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin. 

16. Kelompok Masyarakat (Pokmas] ada lab lembaga masyarakat. dan a tau 
kelompok rnasyarakat di Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah 
sdJHgai Pelaksana I J1~11·ibusi Ro.skin. 

17. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Wulikula atan 
Pejabat yang ditunjuk kepudn Perum DULOG berduanrkan alokasi 
pagu R~Rkin. 

18. Surat Perintah Penyerahan Barang (RPPR) / Delivery Order (DO) 
adalah perintah tertulis yang diterbitkan olch Pen rm Bulog untuk 
mengeluarhan dan m~ny~rahkan bcras Rasldn. 

19. Satker RaRkin adalah satuan kr.rj~ pelaksana dietrlbuei ~ASKIN yang 
dibentuk olch Suh Divlsi Regional (SUB DJVI-ll:i:) l Perusshaan Umurn 
(Perum] HU 1.nG 8~marang yang terdiri dari Ketua (yang rnerupakan 
pegawai organik] dun beberapa anggota Uumlah scsuai kebutuhan) 
yang terdirl dart pcgawai organik atau bukan pegawai organik Sub 
Divre yang diangkat dengan ~nrnt. Perintah (SP) Kepala Sub Divre I 
Perurn Kulog Semarang. 

20. SATCAS Ruskin adalah satuan kcrjn peluksanu uistrlbus; Raskin y~mg 
dtberrtrrk oleh Pemermtah Kaia Semarang sccara berjenjang darl 
ti ngkat Kota, tlngkat Kecurnatan dan Kelurahan. 

21. Pelaksana Distri f.nmi nrin lah Kelompok Kerju (POK. IA) distribusi Rasktn 
di Titik Diatribusi yang terdin dari aparat Kccarnatan. Kelurahan dan 
institusi kemasyarakatan seternpat termasuk Tim Penggernk PKK yang 
dltunjuk oleh Cnrnnt. atau Lurah dari dibantu oleh anggota masyarakat 
lainnv a. 

22. Kemasan Berm, Raskin adalah kcmasan yung berlogo BULOG dcngan 
kuantum 15 k ilogram per karung dun ntnu 50 kilogram per karung. 

2:~. Kualitas Beras Bulog adalah bcras hasil pengadaan Perum BULOG 
sesual denga» pPr~yHrnlan kualitas bcras scbuguirnnna diatur dalam 
pcrarnrnn ynnp: berlaku, 



(1) 'l\tjuan Program l<askin adalah mcngurangi bel>an pengeluarun l~urnah 
Tungga Sa.saran (RTS) mclalul pemenuhrm scbagian kebutuhuu pangan 
pokok dalam bentuk beras. 

(2) Sasaran Program Raskin Tahun 2014 adalah berkurangnya beban 
pengeluaran 42.4 77 RTS yang bersumbcr dari Basis Data Terpadu (BOT) 
hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-2011) Badan Pusat 
Statistik yang dikelo1a oleh TNP2K melalui pendistribusian beras 
bcrsubsidt sehanvak 15 kg/RTS/bulan selurna 12 bulan dengan harga 
t.ebus Rp. 1.600~- per kg netlo di tcmpat penyerahan yang disepakatl. 

(3) Manfaat Program Raskin adalah: 
a. Stabilisasi harga beras di pasaran 
b. Pengendalian inflasi melalui intcrvensi Pcmerintah dengan 

menetspkan harga bn·As bcraubsidi sebesar Rp.1.600) / kg dan 
menjaga stok pangan nasional 

c. Peningkalan kctahanan pangan di tingkat rurnah tangga sasara, 
sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan 
kcmiskinan, 

BAB II 

TUJUAN, SASARAN DAN MAKFAAT 



3. Penentuan Keluarga Sasaran dan Penerima Sasaran 
a. Berdasarkan pagu Raskin yang telah ditetapkan oleh Walikota 

Semarang, Kecamatan J Kelurahan melalui forum Musyawarah 
Kclurahan segera melakukan verifikasi data RTS yang bcrsurnber dari 
Basis Data Terpadu (BOT) hasil PPLS 201 l yang dikelola oleh TNP2K. 

b. Hasil Musyawarah Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara 
Musyawarah Kelurahan dilampiri Daftar Penerima Manfaat Raskin 
(Format DPM-1) yang ditandatangani Lurnh dan dtsahkan oleh Camat 
setempat. Keluarga Perrer-irria Manfaat yang tercarrturn dalam DPM 1 
diberikan ir1cntitw·; berupa kartu Haskin / Kartu Pcrllndungan Sosial 
(KPS). 

2. Perencanaan Distribusi 
a. Dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan Program Raskin perlu 

disusun Rencana Distribusi selama periode 2014 yang meliputi 
frckucnsi, kuantum dan jadwal waktunya sesuai kondisi obyekif 
rnasing-masing lokasi dan dial.ur dalam Pedoman Pelaksanaan/ 
11ctunjuk Tcknls, 

b. Waktu pendistribusian discsuaikan dengan kondisi dun kebutuhan 
wi1ayah Kecnmutan / Kelurahan setempat, 

a. Kuantum Pagu Raskin Nasional ditetapkan berdasarkan besarnya 
subsidi pangan [Raskin] yang disediakan Pemerintah dalam APON 
tahun 2014. 

b. Tim Raskin pusat mengalokasikan kuantum pagu ~;;isk i n kepada 
masing musing Propinai dan Kabuparr-n/Kota dengun mengacu pada 
data yang bersumber dari Basis Data Terpadu (BUT) hasil Pcndataan 
Program Perlindungan Sosial (PPLS-2011) Badan Pusat Statistik 
(BPS) yang dikelola oleh TNP2K 

c. Berdasarkan Kuantum pagu Raskin masing-masing Propinsi, Tim 
Raskin Propinsi mengalokasikan kuantum Pagu Raskin kepada 
masmg-mastng Kabupaten /Kota, dengan mengacu pada <iH1a Rumah 
Tangga Miskin (RTM) dari Pendataan Program Perlindungan Sosial 
(PPLS-201 l), yang dituangkan dalam ketetapan Gubernur, 

d. Berdasarkan Kuantum pagu Raskin masing-masing Kabupaten/ 
Kota, Tim Raskin Kota Semarang mengalokasikan Kuantum Pagu 
Raskin kepada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan, dengan 
mengacu pada data Rumah Tangga Sasaran Pencrima Manfaat yang 
dituangkan dalam Sur:lt W:l,likota. 

e. Apabila alokasi pagu Raskin tidak didistribusikan sesuai waktu yang 
direncanakan di suatu wilayah Kecamatan atau Kclurahan, rnaka 
Tim Raskin Kuta Semarang dapat merelokasi pagu Raskin ke wilayah 
Kecamatan/ Kelurahan lain sesuai dengan tingkat kewenangannya. 
Apabila sarnpai pada akhir tahun terdapat sisa pagu Raskin yang 
tida k dapat didistribusikan, maka aisa pagu Raskin tersebut tidak 
bcrtaku pada tahun berikutnya. 

1. Penentuan Paf{U dan Alokasi 

BAB Ill 
PERENCANAAN PROGRAM 



5. Penyaluran dan Pembayaran Beras Raskin 
a. Pcnyaluran beras Raskin dilaksanakan oleh Sub Divre I Perum Bulog 

Semarang sampai di titik diatribusi didnsnrkan atas Surat Pcrmin I.a an 
Alokasi (SPA) Pcmerinlnh Kota Semaranc 

b. Pclaksanaan penyaluran beras Raskin dari titik Distribusi sampai ke 
Rumah Tangga Sasaran dilaksanakan oleh Pokja Kelurahan ataupun 
Warung Desa yang telah ditunjuk. 

c. Pagu/jatah perbulan yang telah ditetapkan dalarn .Iuknis ini, jika 
tidak dilakukan penvahrrnn bcrasnya oleh Cumat / Lurah pada butan 
yang dimaksud, rnaka jatah tcrscbut dapat disalurkan kepada 
Kelurahan lain dalam satu Kecarnatan atau Kecamatan lainnya yang 
masih membutuhkan, melalui usulan yang disampaikan dalam rapat 
koordinasi dan dituangkan dalam surat perintah yang ditandatangani 
oleh Ketua Tim Koordinasi Raskin Kota Semarang. 

d, Pembayaran harga rebus Raskin dilakrikan cash and carry sebesar 
Rp, 1.600,- per kg nctto dari Rumah Tangga Sasaran secara tunai 
kepada pclaksana diatribusl /satgae Raskin. 

e. Selanjutnya pelaksana distribusi/satgas Raskin segera menyetorkan 
basil penjualan Raskin kepada Sub Divre l Bulog Semarang melalui 
transfer rckening bank yang telah ditentukan. 

4. Indikator Kcberhasilan Program 
Indikator keberhasilan pelaksanaan Program Raskin adalah Tepat 
Sasaran Penerima Manfaat, Tepal Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, 
dan Tepat Administrasi. 

a. Tepat Sasaran Pcnerirna Manfaat : Haskin hanya diberikan kepada 
Rumah Tangga Sasaran Penerima Mnnfaat Raskin hasi1 PPLS-11 
yang terdaftar dalarn Dattar Pcnerima Manfaat (DPM-1) dan dibcri 
identitas (Kartu Raskin). 

b. Tepat .Jumlah : .Jumlah beras RASKIN yang merupakan hak Penerima 
Manfaat adalah 15 Kg/RTS/bulan selama 12 bulan. 

c. Tepat Kualitas : Terperruhtnya persyaratan kualitas medium kondisi 
baik, sesual dcngan standar kuulitas bcras pemerintah sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang herlaku. 

d. Tepat Harga: Harga beras Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/Kg netto 
di Titik Distribusi. 

e. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah 
Tangga Sasaran Penerirna Manfaat Raskin sesuai dengan Rencana 
Distrlbusi. 

f. Tepat, Administrast : Terpenuhinya semua persyaratan administrasi 
secara benar dan tepat waktu. 

c. Pclaksanaan Musyawarah Kclurahan mengikutsertakan aparat 
Kelurahan (termasuk RT dan RW), Instituai Kemasyarakatan 
Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Keluarga Mlakin. 

d. Hasil veriflkasi data RTS oleh sctiap Kelurahan dilaporkan secara 
berjenjnng ke tingkat Kecamatan, Kota Semarang dan Propinsi -Jawa 
Tengah. 

c. Daftar Peru-rlma Manfaat l~askin scsuai DPM 1 disampaikan secara 
terbuka kcpada masyaraknt melalui papan pengumuman Kelurahan. 



(1) Pengarah dan Penanggung jawab pclaksanaan dan pemantauan Raskin 
di tingkat Kota Semarang sdalah Walikota dan Wakil Walikota Semarang. 
Dalam pelaksanaannyu secara fungsional didukung oleh Tim Koordinasi 
dan 'l'irn Monev Raskin Kota S(";marang yang lt:.n..lid d;=td Inatanai terkait 
clan bcrhagai pihak yung dipw II la ng perlu. 

(2) Penanggung jawab pendistribusian Raskin dari titik distribusi sarnpai 
kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat adalah Camat dan 
Lurah yang dalam pelaksanaannya dapat membentuk Tim Koordinasi 
dan Satgas Pelaksana Raskin Tingkat Kecamatan yang terdiri dari unsur 
Sekretariat Ker:R matan, Statistik Kecamatan dan Satker Raskin. 

(3) Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota Semarang dibentuk atas dasar 
Keputusan Walikota Semarang. 

(4) Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dibentuk atas dasar Kcputusan 
Camat. 

(5) Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan dibentuk atas dasar Keputusan 
Lurah. 

BABIV 
PENGORGANISASI.AN 



Tim Pclaksana Raekin Tingkat Kehrrahan bcrtugas scbagai bcrikut : 
1. Dertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pendistribusian 

dan pernbayaran beras Raskin bagi ~umah Tangga Sasaran 
Penerima Manfaat di wilayahnya. 

(2) Tim Pelaksana/ Satgas Raskin Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 
Tim Pelaksana/Satgas Raskin Tingkat Keramatan dan Kelurahan 
bcrtanggung jawab dalarn pendistribusian beras Raskin dari titik 
distribusi sampai kcpada rumah tangga sasaran pcncrima dan 
pembayarannya. 
a. Tim Pelnkfu'"Jnf1/8ntgns 1-lnskm Tmglrnt kecnmntnn 

Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kecamatan bertugas sebagai berikut : 
1. bertangung jawab ataa keberhaailan pelaksanaan pendiatribusian 

dan pernbavaran beras Raskin Rumah Tangga Sasaran Penerima 
Manfaat di wilayahnya. 

( 1) Tim Koordtnast Raskin Kota Semarang 
Tim Koordinasi Raskin Kota Semarang bcrtanggung jawab dalam 
pelnksanann dnn pernanrauan ~askin di Kot.a ~e:mamng dengan tup;a8- 
tugae sebagai berikut: 

a. Menyusun perencanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin 
(Raskin) di Kota Semarang periode 1'ahun 2014. 

b. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan 
rugas dan frrngai Tim Satgas R:rnkin Kecarnatan dan pela kaanaan 
distribusi di Kota Semarang. 

c. Mengkoordinasikan serta bertanggung jawab atas penvediaan dun 
pendistribusian beras dalam lingkup Sub Divre Semarang sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi/lembaga. 

d. Bertanggung jawab atas penyediaan data dasar dan pemutakhiran 
data rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin di seluruh Kota 
Semarang. 

e. Mennngnni pengndunn mrn·;ynmknt sertn mf':re~;pon tf':rhndop bf':rhnr,ni 
pengaduan/ keluhan yang timbul dari masyarakat sebagat aktbat 
dari adanya ketidakserasian dalam pelaksanaan Raskin di Kota 
Semarang. 

f. dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Raskin Kola 
Semarang Tahun 2014 harus berpedoman kepada ketentuan dan 
petunjuk pelaksanaan yang bcrlaku, 

BABV 
URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

niengev aluasl 
kel uhan dalam 

2. Mt:.ugkuunlirn::1..~ilu:i..u, menu:1.nl~u/ 1.11e.1..1..1.uuilu.1., 
pelaksanaan, scsialisasi dan penanganan 
pclaksanaan Raskin di wilayahnya. 

3. Melaksanakan distribusi dan mengevaluasi pelaksanaan Haskin 
per Kelurahan dalam wilayah Kccamatan. 

b. Tim Pelaksana/ Satgas Raskin Tingkat Kelurahan 



2. Melaksanakan penyaluran beras Raskin dun menerlma 
pcrnbayarannya dari Rurnah Tangga Sasaran Penerinia Manfaat 
ditlngkat Kelurahan dan mcncatat dalam Daftar Realisasi 
Penjualan Beras (Model DPM-2). 

~- Menyiapkan data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat 
Program Raskin (Model DPM-1) scsuai data Pendataan Program 
Pertindungan Soalnl (PPLH<JOl l) dan melaksanakan verifikasi 
melalui rnusyawarah Keh..trahan yang dltetapkan Lurah dan 
rli~AhkAn oleh Camat, 

c. Saluan Kerja (Satker) Raskin Suh Divre I Semnrnng 
Saluan Kerja (Salk.er) Raskin Sub Divrc T Semarang bertanggung jawa b 
secara teknis dalam penyediaan dan pendistril>usian beras Raskin dari 
gudang Bulog sampai ke Titik Distribusi. 



a. Setelah dilaksanakan penyerahan bcras di titik distribusi, dibuatkan 
Berita Acara s~rah Terima (DAST) yang ditanda tanguni oleh pelaksana 
Satuan Tugas yang rnenyerahkan dengan pelaksana Distribusi yang 
menerima di titik distribusi dan saksi. 

b. Berdasarkan HAST di tingkat titik distribusl, Sub Divre Semarang 
membuat Rekapitulasi Bertta Acara Pelaksanaan Raakin per 
Kecamatan yang ditanda tangani pejabat Suh Divre Semarang dan 
Pcjabat Kecamatan (MBA-0) 

2. Penyelesaian Dokumen Administrasi 

a. Sesuai jumlan alokasi ya.n~ relah clit.~ti'lpkan Gubernur JHwa Tcngah, 
WHlikola Semarang menerbitkan / mcngajukan Permintaan Alokasi 
(SPA) Raskin dcngan mencantumkun jumlah / kuantum betas 
kepada Kcpala Suh Divre 1 Perum Rulog Semarang. 

b. Berdasarkan Surat Permohonan Alokasi (SPA) Raskin, Kcpala Suh 
Divre I Pcrum Rulng Semarang mcnerbitkan Surat I 'crintah 
Penyerahan Barang / Delivery Order (SPPD/DO) bcra.s kepada Sntgas 
Raskin scsuai jumlah permintaan alokasi yang diajukan oleh 
Walikota Semarang. 

c. Atas dasar Surat Pcrintah Penyerahan Barang / Delivery Order 
(SPPB/DO)~ Kepala Gudang menyerahkan beras kepada Satker 
Mask.in sesuai dengan ketentuan pcrgudangan yang berlaku. 

d. Satkcr Raskin Sub l>ivrf: I Perum Bulog Scmar;.1ng mengangkut dun 
menyerahkan beras Raskin ke Titik Distribusi yang telah disepakati. 

c. Pelaksanaan pendistribusian beras Raskin dari Pelaksana Distribusi 
kepada pencrima manfaat merupakan tanggung jawab Pemerintah 
Kota Semarang. 

f. Penyerahan bcras olch Satk:er Raskin ke Pclaksana Distribusi harua 
dibuktikan dcngan Berita Acam 8f:rah Terima (BAST) yA ng dibuat 
saat penyerahan, ditandatangani oleh kedua belah pihak sorta saks! 
dengan nama dan identitas jelas di cap/ Stempel yang climiliki (Model 
BAST). 

g. Terhadap distribusi yang ditunda pada bulan tertentu karena 
tunggakan pembayaran harga tebus Raskin, ma.ka penyaluran 
l{o.skin pad a h11 lan berikutnya dapat dilayani setctah pcm havaran 
dilunasi. 

h. Permohonan Alokasi bulan tcrtcnt.u yang belum selesai terlayani 
sebagian atau seluruhnya, apabila akan dialokasikan kembali pada 
bulan tertentu dengan atau tanpa perubahan, dapat dilayani kembali 
dengan Permohonan Alokasi tersebut kecuali apabila ada perubahan 
lokast yang dilakukun dcngan menerbitkan Surat Pcrmohonan 
Alokasi (SPA) baru dengan merujuk kcpada SPA lama dan siea yang 
belurn terlayani, SPA untuk pelaynnnn tersebut dipisahkan dongsn 
SPA ruttn butan beijalan. 

1. Mekanisme Pendlstrlbusian 

BAB VI 
MEKANISME PENDISTRIBUSIAN, PENYELESAIAN DOKUMEN 

DAN PROSEDUR PEMBAYA.RAN 



3. Prosedur Pembayaran 
a. Pembayaran harga bcras Raskin clo_ri Penerima Manfaat kcpada 

Pclaksana Diatribuai dan dari Pelaksana Distribusi kcpada Satgas 
Raskin harus tunai Rp. 1.600,- per kg netto 

b. Apabila ada penerima mantaat tidak mampu unluk rnembayar tunai, 
maka prinsip pembayaran tunui dapat dikecualikan dengan syarat 
Lurah/Carnat/Walikuta membuat jaminan tertulis dan pclunasannya 
setambat-sclambatnya satu bulan f;t:"jak bcraa diterima Pelaksanu 
Distribusi Akhir (Model MJ) 

c. Pelaksana Distribusi menyetorkan hasil penjualan beras yang 
diterima dari RTS-PM kepada Satgas Raskin untuk disetorkan 
kepada Satker Raskin melalui rekening yang ditunjuk. Kemudian 
dlbuatkan tanda terima dengan model kwintansi rangkap 3 dengan 
mcnyerahkan bukt] sctor rckcning Bank. 

d. Untuk rnemantau beras yang disalurkan dan pcrnbayarannya Harga 
Tc bus Raskin (HTR), Satgas Raskin membuat Kartu Kendali 
Distribusi dan Pembayarannya (Model KDP - Raskin). 

c. I3crdasarkan MBA-0, Sub Divre Semarang membuat Rekapitulasi 
Berita Acara Rekapitulasi Pelaksanaan Raskin per Kecamatan (MBA- 
1) yang ditanda tanganl oleh Kasub Divre Semarang dan Pejabat 
Pernerintah Kot.a Semarang serta sakst dari Tim Raskin Tingknt Knt:1 
Semarang. 

d. Pembuatan MBA-1 bisa dilakukan secara bertahap tanpa hams 
rnenunggu MBJ\-0 selesai scluruhnva . Dengan denuklan untuk bulan 
alokasi yang sama dimungkinkan dibuat lebih dari l [saru) MBA-1. 



(1) Sumber darra pendampingan kegiatan Program Raskin T'afn.m 2014 yang 
dnaksanakan oten Pemertntah Kota !3em.arang ctibebankan pada 
Ane-JJ.,R.rRn Pendapatan dan J-le.lRnjR l">Rer·alt K1.1l1:t Semar~ug Tahun 
Anggaran 2014. 

(2) Kegiatan yang mendapat pendampingan dari APBD Kota Semarang 
adalah : 
a. Kcgiatan Koordinasi maupun Sosialisasi terkait penye1enggaraan 

Program Raskin tingkat Kota Semarang. 
b. Kegiatan Monitoring dan Evaluaai yang dilaksanakan melalul 

rapat/ pertemuan maupun pemantauan di la pangan 
c. Kegiatan penyaluran dari titik distribusi sampai ke Rumah Tangga 

Sasaran yang dilaksanakan Pokja Kelurahan mendapatkan bantuan 
biaya langsir dan kawal Raskin yang dikclola olch Pokja Kclurahan 
yang bersangkutan. 

(3) Biaya pendampingan yang berasal dari Al'HU kota 8~mnmng 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku. 

(4) Biaya lain berkaitan dengan pembelian/penyediaan beras bersubsidi 
serta biaya pendistribusian dari gudang sampai ke t.itik rliatribuai 
dibebankan pada Anggaran Program Beras untuk Keluarga Miskin 
(Raskin) yang dikelola oleh Perum Bulog Sub Divrc I Semarang. 

BABVII 
BIAYA PENDAMPINGAN KEGIATAN 

PROGRAM RASKIN 



( 1) Tim Monitoring chm Evs.1lw1~; Rnskin rnelnkuknn koorcHmi~; bersnrn» 
Satgas Raskin scsuai ckng~~n ~ib.1a~i dan kondi:,i di ma~inr,-ma:,inr, 
tingkatan wilayahnya dalam rangka mcmbahas pcrkcmbangan 
pclaksanaan Raskin. 

(2) Pemantauan dilakukan olch Tim Monitoring dan Evaluasi Raskin 
bersarna Satgas Raskin sesuai dengan tingkatan wilayahnya. Objek 
pemantauan antara lain. ketepatan jumlah beras yang diterima penerirna 
manfaat, ketepatan !'3H!'3nrnn penerimn mnnt~w.c dnn ketepntHn h~.\Tf'.H 
beraa yang dibayar penerima manfaat di titik diatribuai. 

(3) Evaluasi pelaksanaan Raskin dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Tim 
Monitoring dan Evaluasi Raskin Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya 
dapat mcngikutscrtakan Lcmbaga Swadaya Masyarakat atau institusi 
kemasyarakatan lainnya. Hasil evaluasi akan dilaporkan kepada 
Pcnaschat, P(:nanggung -Jawab dan Kctua Tltn Koordlnasl Raskin Kota 
Semarang. 

BAB VIII 
KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI 



(3) Program Raskin yang disoeialisasikan meliputi mckanisme distrlbusi 
Raskin , Pemaharnan Togas, Tangung Jawab dan Fungsi masing-masing 
lnstansi, serta hak dan kewajiban kcluarga sasaran penerirna manfaat, 
mekanisme penyampaian keluhan / pengaduan dari masyarakat melalui 
Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) serta pcnanganan tindak laniut yHng 
diperlukan, 

(4) Soslaltsasi dan penyeburluusun i11fonna.si Program Raskin dapat 
dilakukan melalui media massa baik cetak ataupun clektronik, serta 
berbagai forum rapat, seminar, pertemuan sosial, keugumaan dan 
kemasyarakatan lainnya. 

Raskin kepada kel uarga penerima manfaat, 
dan inatanai penanggung jawab di ungkat 

mengenai Program 
masyarakat umum 
wilayahnya. 

(2) Pelaksanaan sosialisast dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan 
dilaksanakan oleh Tlm Koordinaai bersama Tim Monilol'ing dan Evaluasi 
Raskin. 

(1) Sosialisa~; Program Raskln bcrtujuan untuk menyebnrluuskan iulormasl 

BAB IX 
SOSIALISASI 



( 1) Penanganan pengaduan masyarakat, setiap instansi berperan aktif 
dalarn menanggapi setiap adanya pcngaduan / kcl uhan masyurukat dun 
mengupayakan tcrscdiunyu surunu unt.uk menarnpung pcngaduan, 
melakukan pengecekan, pcncltuan, konfirmasi, sarnpai dengan 
menindaklanjuti. 

(2) Penanganan terhadap pcngaduan yang tirnbul di masyarakat akibat 
terjadinya ketidakscrasian dalam pelaksanaan Program Raskin, sedapat 
mungkin secara teknis dapat diselesaikan oleh maaing-rnaslng instHnsi 
sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya sccara bertingkat. 

(~i) Pengndunn mmiym·ukul tentang pclaksanaan Raskin dapat bcraeal dari 
pcncrima Raskin atau masyarakat umum secara langsung, maupun 
dapat juga oleh melalui media massa (surat kabar, televisi dan radio). 
Pengaduan dapat diperoleh melalui Kotak Pos, Fax, E-mail~ Telepon 1 

Laporan dari institusi kernasyarakatan, dan perternuan dengan lernbaga 
indcpcndcn, pcrguruan tinggi/institusi kemasyarakat.an yang terkait 
lninnya. 

(4) Untuk merespon bcrbagai pengaduon,' keluhun yun~ timhul dRri 
masyarakat akihat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan ~fifiktn 
baik yang berasal dari pcncrima Raskin secara langsung, masyarakat 
'urnum maupun media maesa, dapat dialamatkan kepada : 
a. Pemerintah Kota Semarang/ Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi 

(Moncv Raskin) Kota Semarang. 
Cq. Bagian Perekonomtan Sekretnrin t. Dneruh KotH Semarang 
Ot:rlung Moch. Tc.hsan T.a1.1tai 4 -Jalan Pcrnuda Nornor 148 s.~rnurung 
Telp. (0?,4) 3513366 ext 1227 

h. Perum Rulog Sub Divre I Semarang 
Jalan Siliwangi Nomor 289 Semarang 
Telp. (024) 7605160 

c. Pusat t-cnanganan Pengnduun Peluyanan Publik Kuta Semarang 
Jl. Pemuda 148 Semarang 
Tclp (0~4) 0~4-3588292 dan 3561'11'/ 

BABX 
PENGADU.Alf MASY ARAKAJf 



Peraturan waHkota Int dtouat sebagat PetunJuk Pelaksanaan (Juklak) (\an 
Petunj uk Teknis (J uknis] Program Ruskin kota Semarnng 'I'ahun 2014 serta 
untuk dijadikan pedoman bagi para pclaksana di lapangan schingga langkah 
operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dan 
keuangannya dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasarannya. 

BAB XI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 



Petunjuk teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 
(Raskin) Tahun 2014 dihuat. sehagal acuan pelaksanaan program Raskin di 
Kota Semarang. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintah kan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dcngan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Semarang 

BAB XII 
PENUTUP 


